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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis
dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan
merupakan sebuah konsekuensi logis dan merupakan sebuah keniscayaan
dari konsep negara hukum materil, dimana dalam Negara hukum materiil
pemerintahan merupakan kekuasaan Negara yang diberikan tugas dan
tanggungjawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat,
walaupun demikian bukan berarti kewenangan diskresi dapat digunakan
dengan sebebas—bebasnyé melainkan harus tetap memperhatikan batasan-
batasan seperti yang diatur dalam UUAP dan Asas-Asas umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

2. Pelaksanaan wewenang diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah
ternyata juga mengalami beberapa kendala yang menyebabkan
penyelenggaraan pemerintah menjadi kurang efisien dan efektif. Setelah
menguraikan kedalam beberapa segi seperti dari segi teori segi praktis
dan dari segi yuridis. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
penulis ternyata kendala tersebut yang membuat pelaksanaan wewenang

diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah mengalami beberapa
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problematik seperti kriminalisasi terhadap Badan atau Pejabat Pemerintah,
lambanya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang membuat
turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta
pelanggaran hak-hak masyarakat yang kerapkali dilakukan Badan atau
Pejabat Pemerintah. Sehingga hemat penulis sendiri kenyataan semacam
ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,
sehingga perlu adanya upaya untuk menyelesaikanya.

. Upaya untuk menyelesaikannya persoalan tersebut penulis juga
membahasnya kedalam tiga bagian, yai,tllt dari segi teori, segi praktis dan
segi yuridis. Upaya tersebut sebetulnya bukanlah hal yang mudah, karena
akan melibatkan semua pihak. Mulai dari kekuasaan legilastif, eksekutif
dan yudikatif. Legislatif melalui kekuasaan legislasinya perlu
mengagendakan sebuah kerangka hukum untuk menjamin pelaksanaan
wewenang diskresi bagi Badan atau Pejabat Pemerintah dan kekuasaan
yudikatif ~dalam melakukan penegakan terhadap penyimpangan
penyimpangan yang terjadi akibat dilaksanakanya wewenang diskresi
tersebut. Hal yang tidak kalah penting nya juga ialah perlu adanya peran
masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami esensi dari wewenang
diskresi itu sendiri paling tidak dengan begitu masyarakat bisa menilai
bagaimana penggunaan dari wewenang diskresi 1tu sendiri apakah sudah
tepat sesuai ketentuan yang berlaku atau malah justru menyimpangi aturan

yang ada. Semuanya itu untuk menjamin pelaksanaan wewenang diskresi
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dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis hendak

memberikan bebarapa masukan sebagai berikut:

1.

(9%}

Perlu mengubah pemahaman Pejabat Pemerintah akan wewenang
diskresi, bahwa diskresi dan asas legalitas bukanlah dua hal yang
malah justru dipertentangkan, melainkan dua hal yang harus berjalan
seiring dan berdampingan di dalam penyelenggaraan pém@rinraham
dan ketika pejabat menggunakan wewenang diskresi itu sendiri amat
penting juga untuk menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang
baik  sebagai  dasar  penyelenggaraan  pemerintah  untuk
menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Kendala-kendala yang telah dipaparkan di atas paling tidak bisa
menjadi salah satu acuan untuk melakukan perombakan terhadap baik
segi praktek dan yuridis dalam rangkah untuk menjadikan
penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada wewenang diskresi
menjadi lebih efisien dan efektif untuk menyelenggarakan
kesejahteraan rakyat.

Terkait beberapa persoalan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
wewenang diskresi perlu ditanggapi secara serius. Langkah konkrit

nya ialah perlu adanya agenda dalam politik hukum kita untuk
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melakukan perubahan di beberapa undang-undang yang berkaitan
dengan pelaksandan dari suatu wewenang diskresi dan undang-undang
yang berkaitan dengan pengawasan serta undang-undang yang
berkaitan dengan penegakan hukum terhadap wewenang diskresi

apabila terjadinya penyimpangan.
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